GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN PELHKS&:;NMN PERJALANAN DINAS

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan
Presiden Nomor 33 T;Ethun 2020 tentang Standar Harga Satuan
Regional, perlu mengatur kembali Peraturan Gubernur Sumatera
Selatan tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di
Lingkungan Pﬁl‘l‘l&l‘ii‘iltﬂh Provinsi Sumatera Selatan vyang
sebelumnya telah diatur dengan Peraturan Gubernur Sumatera
Selatan Nomor 1 Tahun 2016;

. bahwa berdasarkan p;ertimhangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu menet;ﬁpkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman
Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Sumatera Selatan;

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945; '

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat | Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1814};

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355];



10.

11.

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20 11 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia No';mcur 5234), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398];

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Ncéara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587},
sebagaimana telah bef:-erapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga
Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 57); '

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang

Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri
dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negera Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 678);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik
Indonesia Tahun 20 1%5 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Mehteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang :Fembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negera Republik lndﬂrfesia Tahun 2018 Nomor 157},

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negera
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781;
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' MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

| BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Guberrfmr ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

10.

11.

12,

Provinsi adalah vaiﬁf}si Sumatera Selatan.
Pemerintah Provinsi #daiah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi
Sumatera Selatan.

Gubernur adalah Guﬁmrnur Sumatera Selatan.

Walil Gubernur adaieiih Wakil Gubernur Sumatera Selatan.

Pimpinan/Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD
Provinsi Sumatera Selatan.

Sekretaris Daerah  adalah  Sekretaris Daerah  Provinsi
Sumatera Selatan.

Badan Pengelola Kf:fuangan dan Aset Daerah vang selanjutnya
disingkat BPKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sumatera Selatan.

Keuangan Daerah adialah semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai
dengan uang termas@ak didalamnya segala bentuk kekayaan yvang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.,

Anggaran Pendapatén dan Belanja Daerah, yvang selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sumatera Selatan.

Perangkat Daerah yaﬁg selanjutnya disingkat PD adalah perangkat
daerah pada pemerintah daerah provinsi selaku pengguna
anggaran/pengguna barang,

Satuan Kerja Peng@alola Keuangan Daerah, vang selanjutnya
disingkat SKPKD aﬂa]ah perangkat daerah pada pemerintah
daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
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19.

20.

21.

22,
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Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat
PPKD adalah kepala fsatuan kerja pengelola keuangan daerah yang
mempunyai tugas mé;,laksanakan pengelolaan APBD dan bertindak
sebagai bendahara umum daerah.

Tim Anggaran Femérintah Daerah, yang selanjutnya disingkat
TAPD adalah tim yaﬁg dibentuk dengan keputusan kepala daerah
dan dipimpin oleh ‘;Sﬁ:krf:t,aris daerah yang mempunyai tugas
menyiapkan serta mzelaksanakan kebijakan kepala daerah dalam
rangka penyusunanéAPED yvang anggotanya terdiri dari pejabat
perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunasn anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan
fungsi SKPD vang diﬁimpinn}ra.

Bendahara Umum Déﬁrah, yvang selanjutnya disingkat BUD adalah
PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum
daerah. |

Inspektorat Daerah a:*dalah Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera
Selatan. '

Pegawai Negeri Sipﬁl, vang selanjutnya disingkat PNS adalah
pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat
oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu
jabatan negeri, ataﬁ diserahi tugas negara lainnya, dan digaji
berdasarkan peratur%n perundang-undangan yang berlaku.

Aparatur Sipil Negai‘a, vang selanjutnya disingkat ASN adalah
profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pegawai Tidak Tetap'é adalah Pegawai yang diangkat berdasarkan
Surat Perjanjian untf:lk jangka waktu tertentu guna melaksanakan
tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis
profesional dan adininistrasi sesuai dengan kebutuhan dan
kemampuan Grganisaftsi.

Pejabat Pelaksana T;‘elmik Kegiatan, yang selanjutnya disingkat
PPTK adalah Pejahaf pada unit kerja SKPD yang melaksanakan
satu atau beberapa ékegiatan dari suatu program sesuai dengan
bidang tugasnya.

Surat Perjalanan Dihas, yang selanjutnya disingkat SPD adalah
dokumen yang diterfbitkaﬂ oleh Pejabat vang berwenang dalam
rangka pelaksanaan ;t_}arjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai
Negeri Sipil, Pegawai j‘idak Tetap dan pihak lain.
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Perjalanan Dinas Jat?}atan adalah perjalanan dinas melewati batas
kota dan/atau dalain kota dari tempat kedudukan ke tempat
tujuan, melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudulkan
semula di dalam daEI:‘ah.

Perjalanan Dinas Pmdah adalah perjalanan dinas dari tempat
kedudukan yang iama ke tempat kedudukan yang baru
berdasarkan surat keputusan pindah,

Pelalkksana Surat Ptfarjalanan Dinas wyang selanjutnya disebut
Pelaksana SPD adajah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil,
Pegawai Tidak Tetfap dan pihak lain vyang melaksanakan
perjalanan dinas.

Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih
dahulu dan dibayarkan sekaligus.

Uang Persediaan, y{ang selanjutnya disingkat UP adalah Uang
Muka Kerja dalam jumlah tertentu vang diberikan kepada
Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional
sehari-hari satuan Kkerja, vang tidak mungkin dilakukan melalui
mekanisme pembayaran langsung.

Biaya Riil adalah biaj,ra yvang dikeluarkan sesuai dengan bukti
pengeluaran yang sah.

Tempat Kedudukan E_it:lalah lokasi kantor/satuan kerja.

Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan
perjalanan dinas. |

Detasering adalah peinugasan sementara walktu.

| BAB II
RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

(1) Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai tata cara pelaksanaan

dan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi
Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan/Anggota DPRD dan ASN di
lingkungan Pemerintah Provinsi;

(2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Perjalanan Dinas Jabatan; dan
b. Perjalanan Dinas Pindah.

(3) ASN sebagaimana din_juaksud pada ayat (1) meliputi:

a. PNS dan Pegawai dengan Perjanjian Kerja; dan
b. Calon PNS. '
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,_ BAB III
PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip
sebagai berikut: :

.

(1)

(2)

selektif, yaitu haﬂya-? untuk kepentingan yang sangat tinggi dan
prioritas yang berkafitan dengan penyelenggaraan pemerintahan
daerah; E

. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja

PD; |

efisiensi penggunaan é’belanja daerah; dan

akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas
dan pembebanan biajra perjalanan dinas.

| BAB IV
PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 4

Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) huruf a digolongkan menjadi:

a. Perjalanan Dinas J abatan yvang melewati batas kota; dan

b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam kota.

Batas kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a khusus
untuk Kota Palembang meliputi Kesatuan Wilayah Kota
Palembang; :

Perjalanan Dinas J%lhatan vang dilaksanakan di dalam Kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. Perjalanan Dinas Jabatan vang dilaksanakan lebih dari 8
(delapan) jam; dan

b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8
(delapan) jam.

Pasal 5

Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan dalam rangka:

4.

fROoZ

pelaksanaan tugas defm fungsi yang melekat pada jabatan,;
mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya;

pengumandahan (detasering);

menempuh ujian diné}s Jujian jabatan;

menghadap Majclisé Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau
menghadap seorang; dokter penguji kesehatan yang ditunjuk,
untuk mendapatka;n surat  keterangan  dokter tentang
kesehatannya guna kif:pentingaﬂ jabatan;



(1)

(2)

(4)

(S)

(6)
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memperoleh pengcbéltan berdasarkan surat keterangan dokter
karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji
Kesehatan Pegawai Nfegeri;

. mengikuti pendidikan setara Diploma/31/352;

mengikuti pendidikan dan pelatihan;

i menjemputjmenganthr ke tempat pemakaman jenazah pejabat

negara/pegawai negeri yvang meninggal dunia dalam melakukan
perjalanan dinas;

menjemputfmengantiar ke tempat pemakaman jenazah pejabat
negara/pegawai neg:eri yvang meninggal dunia dari tempat
kedudukan yang terakhir ke kota pemakaman; dan

memenuhi undangan dan/atau panggilan dari pejabat yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. i

Pasal 6

Perjalanan Dinas Jai}atsn oleh Pelaksana SPD dilakukan sesuai
perintah atasan Pelaksana SPD yang tertuang dalam Surat Tugas.

Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh:

a. Gubernur untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh
Pejabat Eselon I, Es&lon II dan Kepala PD;

b. Ketua DPRD untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan
oleh Anggota DPRD; dan

c. Kepala PD fKepala& Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah untuk
Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh pegawai yang
berada pada PD y&_ing bersangkutan.

Kewenangan penerbiﬁm Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat didelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk;

Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit
mencantumkan hal-hal sebagai berikut:

a. pemberi tugas;

b. pelaksana tugas;

c. waktu pelakaanaah tugas; dan

d. tempat pelaksanaan tugas.

Dalam hal berdasarkan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dilakukan:

a. Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati batas kota;

b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam kota
lebih dari 8 (delapan) jam; atau

c. Surat Tugas dimaksud menjadi dasar penerbitan SPD.

Perjalanan Dinas J aﬁatan di dalam kota yang dilaksanakan sampai
dengan 8 (delapan) jam dapat dilakukan tanpa penerbitan SPD.
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(7) Pembuktian atas Perijajanan Dinas sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) yaitu berupa;é daftar absensi kehadiran di unit kerja yang
dikunjungi vang diparaf oleh Kepala Unit Kerja setiap hari
kunjungan, denga_n;f format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran [ yang nélﬁrupak:an bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur 1].'11

(8) Surat Tugas aebagail%nana dimaksud pada ayat (5) dibuat sesuai
dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

(1} Pejabat yang menerf;ritkan SPD, berwenang untuk menetapkan
tingkat biaya Perjalanan Dinas dan alat transportasi yang
digunakan untuk mif:laksanakan perjalanan dinas jabatan yang
bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan
perjalanan dinas tersiﬁhut.

(2) Setiap pelaksaﬂaaﬁ perjalanan dinas  jabatan, harus
ditetapkan/disahkan Taksasi Biaya Perjalanan Dinas, dengan
format sebagaimanﬁ tercantum dalam Lampiran I  yang
merupakan bagian ti-:],ak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(3) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai
dengan format seb::agaimaﬂa tercantum dalam Lampiran IV
vang merupakan ﬁagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini. '

(4) Perjalanan Dinas Jabatan di dalam kota yang dilaksanakan sampai
dengan 8 [delapaﬂ}é jam tanpa penerbitan SPD sebagaimana
dimaksud dalam Fasia,l 6 ayat (6), pembebanan biaya Perjalanan
Dinas Jabatan dicantumkan dalam Surat Tugas.

| BAB V
BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 8

(1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen
sebagai berikut: !

uang harian;

biaya transportasi;é

biaya penginapan;

uang representasi;f

sewa kendaraan dalam kota; dan

AN TP

biaya antar/ jempu:t jenazah.



(2) Uang harian sehagmmana dimaksud pada ayat (1] huruf a
terdiri atas:
a. uang makan;
b. uang transportasi iokal; dan
c. uang saku.

(3) Biaya transportasi sebagajmana dimaksud pada ayat (1} huruf b
terdiri dari: _

a. biaya I:Iinf:rjala_tlsalﬂE dinas sesuai harga tiket dari tempat
kedudukan smnpaj tempat tujuan keberangkatan dan
kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/
pelabuhan keberaxflgkatan;

b. retribusi/biaya yang dipungut di terminal bus/ stasiun/
bandara,/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan termasuk
biaya BBM (Bahah Bakar Kendaraan Bermotor], biaya tol, dan
biaya penyeberaﬁgan antar pulau bagi yang menggunakan
kendaraan dinas; dan

c. biaya bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud
dalam huruf b, berupa kuitansi/nota/struk dari tempat
penjualan BBM }iang disesuaikan dengan jarak tempuh dan
jenis kendaraan }rang digunakan untuk tujuan perjalanan
dinas.

(4) Biaya penginapan sébagajmana dimaksud pada ayat (1) huruf c
merupakan biaya yaﬁg diperlukan untuk menginap:
a. di hotel; dan :
b. di tempat menginap lainnya.

(5) Dalam hal pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4}, berlaku ketentuan sebagai
berikut:

a. Pelaksana SPD dlhen_kan biaya penginapan sebesar 30%
(tiga puluh persen} dari tarif hotel di kota tempat tujuan; dan

b. Biaya penginapafl sebagaimana dimaksud pada huruf a,
dibayarkan secara lumpsum.

(6) Uang representasi se-ibagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf d,
dapat diberikan keﬁa{ia Pejabat Negara, Pejabat Eselon I dan
Pejabat Eselon II serta Pimpinan dan Anggota DPRD selama
melakukan perjalanan dinas.

(7) Sewa kendaraan daiam kota sebhagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e, dapat diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan
pelaksanaan tugas di tempat tujuan.

(8) Sewa kendaraan sebagajmana dimaksud pada ayat (7), sudah
termasuk biayva penggmudi, bahan bakar minyak dan pajak.
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(9) Biaya menjemput/ nf:lengantar jenazah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf :f, meliputi biaya bagi penjemput/pengantar,
biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.

(10) Komponen biaya perjalan:an dinas jabatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dicantij.lmkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas
sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII
vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini. :

Pasal 9

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (1), diberikan untuk perjalanan dinas jabatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan ketentuan sebagaimana
diatur lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur tentang Satuan Biaya
Perjalanan Dinas. :

Pasal 10

(1) Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (1), digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat yaitu:

a. Tingkat A untuk Gubernur, Wakil Gubernur dan Pejabat lainnya
yang setara; |

b. Tingkat B untuk Pejabat Eselon I, Eselon II dan Pejabat lainnya
yang setara; dan

c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon II/PNS Golongan IV, Pejabat
Eselon IV/PNS Golongan 11, PNS Golongan 1l dan L.

(2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana
dimaksud pada ayat [51} dengan ketentuan sebagai berikut:

a. uang harian dibayaikan secara lumpsum;

b. biaya transportasi pegawai dibayarkan sesuai dengan biaya riil
berdasarkan fasilitas transportasi;

c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil sesuai
standar golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1};

d. uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan
batas tertinggi;

e. sewa kendaraan :: dalam kota dibayarkan sesuai dengan
biaya riil; |

f. biaya pemetian jenazah termasuk yang berhubungan dengan
pengruktian / pcngx@rusan jenazah dibayarkan sesuai dengan
biaya riil; dan |

g. biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan
pcngruktian;’penglimsan jenazah dan penguburan dibayarkan
sesuail dengan bia}ia riil.
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(2)
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(5)
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Ketentuan lebih lEIJ;tljut mengenai besaran biaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf ¢ dan huruf d, diatur
dengan Keputusan Gubernur tentang Satuan Biaya Perjalanan
Dinas. :

Pasal 11

Perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan
sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b
dilaksanakan dﬁngé:ﬂ biaya perjalanan dinas jabatan yang di
tanggung oleh panitia penyelenggara.

Dalam hal biaya pezfialanam dinas jabatan untuk mengikuti rapat,
seminar dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya perjalanan dinas
ditanggung oleh PD jrang bersangkutan.

Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai
pembebanan biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana
dimaksud pada a}rsflt (1) dan ayat (2} dalam surat undangan
mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.

Rincian biaya perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti rapat,
seminar dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf b, tercantum dalam daftar sebagaimana Lampiran VIII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-
sama untuk melaksanakan sesuatu kegiatan rapat, seminar dan
sejenisnya, seluruh pelaksana SPD dapat menginap pada
hotel/penginapan yang sama.

Dalam hal biava pehginapan pada hotel/penginapan yang sama
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih tinggi dari satuan biaya
perjalanan dinas, maka pelaksana SPD menggunakan fasilitas
kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan tersebut.

Pasal 12

Dalam hal perjalanan dinas jabatan menggunakan kapal laut/sungai
untuk waktu paling kurang 24 (dua puluh empat) jam, selama waktu
transportasi tersebut ;kﬁpada pelaksana SPD hanya diberikan
uang harian, :

Pasal 13

(1) Biaya perjalanan dinas jabatan dibayarkan sebelum perjalanan

dinas jabatan dilaksanakan.

(2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan,

biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.
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Pasal 14

Dalam hal jumlah h:ari perjalanan dinas jabatan melebihi jumlah
hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas/SPD dan tidak
disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pelaksana SPD dapat
diberikan tambahan wuang harian, biaya penginapan, uang
representasi dan sewa kendaraan dalam kota.

Tambahan uang hs_rian, biaya penginapan, uang representasi dan

sewa kendaraaan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dimintakan képada PPTK untuk mendapatkan persetujuan

Pengguna Anggaran ﬁengan melampirkan dokumen berupa:

a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari sahbandar/kepala
bandara/ peruaahaan jasa transportasi lainnya; dan

b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.

Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Pengguna Anggaran _;membebankan biaya tambahan uang harian,
biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam
kota pada anggaran SKPD yang bersangkutan.

Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan
sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf e sampai dengan huruf L.

Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas kurang dari jumlah hari
vang ditetapkan dalam SPD, pelaksana SPD harus mengembalikan
uang harian, biayaf penginapan, uang representasi dan sewa
kendaraan dalam kota yang telah diterimanya kepada Pengguna
Anggaran.,

Pasal 15

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibebankan pada Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Penerbit SPD.

| BAB VI
PERJALANAN DINAS PINDAH

Pasal 16

(1) Perjalanan Dinas Pindah oleh Pelaksana SPD dilakukan

berdasarkan Surat K_éputusan Pindah.

(2) Surat Keputusan Pijndah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.
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(3) Surat Keputusan P;"ndah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi dasar diterbitkannya SPD.

(4)

(1)

(2)

(3)

SPD sebagaimana diimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 17

Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan oleh Pelaksana SPD beserta
keluarganya.

Perjalanan Dinas Pindah dilakukan dalam rangka:

.

b.

pindah tugas dari tempat kedudukan vang lama ke tempat
tujuan pindah;

pemulangan Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang diberhentikan
dengan hormat dengan hak pensiun atau mendapat uang
tunggu dari tempat kedudukan ke tempat tujuan menetap;
pemulangan keluarga yang sah dari Pejabat Negara/Pegawai
Negeri yvang meninggal dunia dari tempat tugas terakhir ke
tempat tujuan menetap;

. pemulangan pegawai tidak tetap yang diberhentikan karena

telah berakhir masa kerjanya dari tempat kedudukan ke tempat
tujuan menetap, sepanjang diatur dalam perjanjian kerja;
pemulangan kelu::arga vang sah dari pegawai tidak tetap yang
meninggal dunia dari tempat tugas yang terakhir ke tempat
tujuan menetap, sepanjang diatur dalam perjanjian kerja; dan
pengembalian Pej;abat Negara/Pegawal Negeri yang mendapat
uang tunggu dari tempat kedudukan ke tempat tujuan yang
ditentukan untuk dipekerjakan kembali.

Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari: :

4.

istri/suami yang': sah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undang perkawinan yang berlaku;

. anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut

hukum yang berumur paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun
pada waktu berangkat, belum pernah menikah dan tidak
mempunyai penghasilan sendiri;

anak kandung, anak tirl dan anak angkat yang sah menurut
hukum lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun yang menurut
surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab
ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri; dan

anak kandung p'erempuan, anak tiri perempuan dan anak
angkat perempuan vang sah menurut hukum yang berumur
lebih dari 25 (dua puluh lima} tahun yang menurut surat
keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia
tidak dapat memp:un},rai penghasilan sendiri.



(4)

(5)

(1)

(2)
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Selain keluarga :-,r'ang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
bagi pegawai negeri paling rendah golongan IV atau pejabat eselon
Il diperkenankan pﬁla untuk membawa pembantu rumah tangga
sehanyak 1 (satu) or:'ang.

Pembantu rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diberikan biaya sesuai tingkat penggolongan untuk pegawai negeri
Golongan [.

_ BAB VII
BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH
Pasal 18

Biaya Perjalanan Dinas Pindah terdiri atas komponen sebagai
berikut: |

a. Biaya transportasi pegawai;

b. Biaya transportasi keluarga;

¢. Biaya pengepakan dan angkutan barang; dan

d. Uang harian. :

Biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi
sebagaimana diatur dalam Satuan Biaya Perjalanan Dinas.

Komponen biaya peﬁalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dituangkan dalam Rincian Biaya Perjalanan Dinas
sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran
VIII vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

Pasal 19

Penggolongan tingkat biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mengacu pada ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1].

(1)

Pasal 20

Biaya yang diberikan untuk perjalanan dinas pindah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 avat (2) huruf a, huruf b, huruf d dan
huruf f sebagai berikut:

a. Biaya transportasi pegawai,;

b. Biaya transportasi keluarga yang sah;

¢. Uang harian; dan

d. Biaya pengepakan dan angkutan barang.



¥

- 15 -

(2} Biaya yang diberika_n_: untuk perjalanan dinas pindah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf ¢ dan huruf e sebagai
berikut: "

a. Biaya transpartas'i keluarga;
b. Uang harian; dan.
c. Biaya pengepakaﬁ dan angkutan barang.

(3) Uang harian perjal;anan dinas pindah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d diberikan untuk pegawai yang
bersangkutan dan masing-masing anggota keluarga yang sah
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. selama 3 (tiga) hari setelah tiba di tempat tujuan
pindah/menetap yang baru;

b. paling lama 2 (dua) hari untuk tiap kali menunggu sambungan
(transit) dalam hal perjalanan tidak dapat dilakukan langsung;

c. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang
bersangkutan jatuh sakit dalam perjalanan dinas pindah, satu
dan lain hal menurut keputusan Pengguna Anggaran; dan

d. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai vang sedang
menjalankan perjalanan dinas pindah mendapat perintah dari
Pejabat yang menerbitkan Surat Tugas untuk melakukan tugas
lain guna kepentingan negara.

Pasal 21

Perjalanan dinas pindah yang dilakukan dalam rangka pindah tugas
sebagaimana dimaksu;l dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a atas
permintaan sendiri, tidak diberikan biaya perjalanan dinas.

Pasal 22

(1) Perhitungan biaya pengepakan dan anglkutan barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf ¢ didasarkan pada:
a. satuan biaya yvang berlaku saat dilakukan pengepakan,;
b. volume barang; dan
¢. jarak antara kedudukan dengan tempat tujuan.

(2) Jarak antara tempat kedudukan dengan tempat tujuan
sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c ditetapkan menurut
daftar jarak resmi atau menurut keterangan resmi dari instansi
yang berwenang. |

Pasal 23

(1} Dalam biaya pengepﬁakan dan angkutan barang, termasuk untuk
bongkar muat dan penggudangan.
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(2) Biaya pengepakan dan angkutan barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sesuai dengan biaya riil pada saat dilakukan
pengepakan dan peﬁgangkutan yvang dilakukan oleh Pihak Ketiga
yang bergerak dalam bidang transportasi.

(3) Satuan volume pengépakan dan angkutan barang yang digunakan
sebagai dasar perhitungan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Pasal 24

Biaya perjalanan dinas pindah dibebankan pada DPA [(Dokumen
Pelaksana Anggaran) Perangkat Daerah yang menerbitkan Surat
Keputusan Pindah/Mutasi.

BAB VIII

PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA
PERJALANAN DINAS

Pasal 25

(1) Pembayaran biaya ﬁﬁrjaianan dinas diberikan dalam batas pagu
anggaran yang tersedia dalam DPA Satuan Kerja yang berkenaan.

(2) Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada pelaksana SPD paling
cepat 5 (lima) hari kerja sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.

(3) Pada akhir tahun anggaran, ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat melebihi 5 (lima) hari kerja menyesuaikan
dengan ketentuan _'yang mengatur mengenai langkah-langkah
menghadapi akhir tahun anggaran.

(4) Pengajuan biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (2) diatur sebagai berikut:

a. Untuk huruf b, huruf ¢ dan huruf e berlaku paling lambat 1
(satu) tahun terhitung sejak tanggal dibayarkan pensiun
pertama; dan

b. Untuk huruf d berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
terhitung sejak tanggal pemberhentian atau meninggal dunia.

Pasal 26

(1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui mekanisme
UP atau mekanisme Pembayaran Langsung;

(2) Pembayaran hiayaf perjalanan dinas dengan mekanisme
Pembayaran Langsung dilakukan melalui:
a. perikatan dengan penyedia jasa;
b. bendahara Pengclﬁaran; dan
c. pelaksana SPD. '
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(3) Perjalanan dinas jabatan yang dilakukan melalui perikatan dengan
penyedia jasa sebagaimana dimaksud ayat (2} huruf a meliputi:
a. perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan
fungsi yang melekat pada jabatan; dan
b. perjalanan dinas jabatan dalam rangka mengikuti rapat,
seminar dan sejenisnya.

Pasal 27

Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme UP
dilakukan dengan mémberikan uang muka kepada Pelaksana SPD
oleh Bendahara pengeluaran dengan melampirkan:

a. surat tugas atau surat pindah;

b. foto copy SPD;

c. kuitansi tanda terima uang muka; dan

d. rincian perkiraan biaya perjalanan dinas.

Pasal 28

(1) Penyedia jasa untuk pelaksanaan perjalanan dinas dapat berupa
event organizer, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi
dan perusahaan jasa perhotelan/penginapan.

(2) Penetapan penyedia' jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur pengadaan
barang/jasa pemerintah.

(3) Komponen biaya perjalanan dinas yang dapat dilaksanakan dengan
perikatan meliputi biaya transportasi termasuk
pembelian /pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.

Pasal 29

(1) Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk
1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu.

(2) Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan
melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa
transportasi atau taril penginapan/hotel resmi yang dikeluarkan
oleh penyedia jasa penginapan,hotel.

Pasal 30

(1) Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada penyedia jasa
didasarkan atas '.prestasi kerja yang telah diselesaikan
sebagaimana diatur dalam kontrak/perjanjian.

(2) Atas dasar prﬂstaéi kerja yang telah diselesaikan, penyedia
jasa mengajukan tagthan kepada Pengguna Anggaran Satuan Kerja
yang berkenaan.



(1) Pembayaran biaya ?perjalanan dinas jabatan dengan mekanisme
Pembayaran Langsqng dilakukan melalyj transfer dari Kas Daerah
ke Rekening Bendaharg Pengeluaran, Pihak Ketiga atau Pelaksana

(2) Dalam hal biaya perjalanan dinas jabatan yang dibayarkan kepada
Pelaksana Spp melebihi biaya perjalanan dinas jabatan yang
seharusnya dip&rt:;uiggungjawahk&n, kelebihan biaya perjalanan

dinas jabatan tersebut harus disetor ke Kas Daerah melalyi
Bendahara Pengeluaran,

{3) Penvetoran kelebihan pembayaran sebagaimang dimaksud pada
ayat (2] dilakukan dengan;:
a. menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB} atan
slip setoran; dan

b. menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) untulk tahun
anggaran yang laly,

Pasal 32

Tata cara pengajuan tagihan kepada Bendaharg Pengeluaran
sebagaimana Pasal 30 ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

(1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas
Jjabatan, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA Satuan
Kerja yang berkenaan.

(2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan
biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas jabatan
dari atasan Pelaksana SPD, yang dibuat sesuai  format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;

b. Surat pernyataan pémbehana.n biaya pembatalan perjalanan
dinas jabatan yang dibuat sesuai format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan

c. Pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian  biaya
transportasi atau biaya penginapan/hotel dari pihak ketiga yang
telah disahkan oleh pejabat yang berwenang,
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(3) Biaya pembatalan yahg dapat dibebankan pada DPA Satuan kerja
vang berkenaan seﬁagaimana dimaksud pada avat (1} sebagai
berikut: 5

a.
b.

biaya pembatalan étiket transportasi atau biaya penginapan; dan
sebagian atau s».%luruh biaya tiket transportasi atau biaya
penginapan yang tidak dapat dikembalikan/ refund.

| BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 34

(1) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksana perjalanan
dinas kepada pemberi tugas paling lambat 5 (lima) hari kerja
setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

(2} Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana

dimaksud pada avat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:

a.
b.

C.

f.

Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPD;

SPD yang telah ditandatangani oleh pejabat di tempat
pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi
tempat tujuan pcrjaianan dinas;

Tiket pesawat, bﬁarding pass, airport tax, retribusi dan bulkti
pembayaran moda transportasi lainnya seperti BBM, biaya tol
dan tiket penyﬁbefaﬂgan;

Daftar pengeluaran riil sesuai dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;

Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota
berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang
dikeluarkan oleh Ebadaﬂ usaha vang bergerak di bidang jasa
penyewaan kendaraan; dan

Bukti pﬁmbayara;ri hotel atau tempat penginapan lainnya.

{3) Pertanggungfawaban; biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:

a.

Foto copy Surat Keputusan Pindah;

b. SPD yang telah ditandatangani pihak yang berwenang;

c. Kuitansi/bulkti peherima,an untuk uang harian;

N :

e. Kuitansi/bukti pénen’maan untulk biaya pengepakan dan

Kuitansi/bukti peherimaan untuk biaya transportasi; dan

angkutan barang.
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Pasal 35

(1) PPTK melakukan perlélitungan rampung seluruh bukti pengeluaran
biaya perjalanan dinas dan disampaikan kepada Bendahara
Pengeluaran. |

(2} PPTK berwenang unﬁuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas
biaya-biaya yang | tercantum dalam daftar pengeluaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

(3) PPTK mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan me%nj.rampajkan kepada Bendahara Pengeluaran
sebagai pertanggungjéawahan UP atau Pembayaran Langsung.

Pasal 36

(1) Pihak-pihak yvang melakukan pemalsuan dokumen, menaikan dari
harga sebenarnya {rn?aric up} dan/atau perjalanan dinas rangkap
(dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas
yang berakibat kerug!ian vang diderita oleh Daerah, bertanggung
jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

(2) Dalam hal pelaksana; SPD sedang melaksanakan perjalanan dinas
memerlukan tambahan biaya sebagai akibat adanya peraturan
dan/atau musibah yang diakibatkan bukan kelalaian pelaksana
SPD, kepada yang ﬁersangkut,an dapat dimintakan penggantian
sesuai biaya riil yang :tlikeiuarkan.

(3) Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar
negeri, mengacu padia ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran

kementerian negara/lembaga.

BAB X
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 37

(1) Pejabat yang ditunjuk sebagai Pajabat yang menyelenggarakan
pengendalian internal pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD
dan Satuan Kerja, wajib melakukan pengendalian internal terhadap
pelaksanaan perjalanian dinas.

(2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan.
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, BAB XI
I{;ETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

(1) Pejabat Penerbit Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat (2) dapat memerintahkan pihak lain diluar pejabat
negara/pegawai negeri/pegawai tidak tetap untuk melakukan
perjalanan dinas.

(2) Pihak lain sahagajmaha dimaksud pada ayat (1) yang melakukan
perjalanan dinas uniuk kepentingan negara digolongkan dalam
tingkat sebagaimana f}:limaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

(3) Penggolongan terhadap pihak lain sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditentukan oieh PPTK dengan mempertimbangkan tingkat
pendidikan/kepatutan/tugas  yang  bersangkutan  setelah
berkonsultasi terlebih dahulu dengan Pengguna Anggaran.

{(4) Penggolongan terhaér:lap Pegawai Tidak Tetap sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} ditentukan oleh PPTK dengan
mempertimbangkan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang
bersangkutan setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan
Pengguna Anggaramn.

(5) PNS Golongan I daﬁat melakukan perjalanan dinas dalam hal
mendesalk/khusus, dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di
tempat bersangkutan,

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan
Peraturan Gubernur ini ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Ketentuan mengenai satuan volume barang sebagai dasar
perhitungan biaya pé&ng&paj{aﬂ dan biaya angkutan barang
sebagaimana tercantum:? dalam Lampiran IX digunakan sebagai dasar
penyusunan standar = biaya pengepakan dan angkutan barang
sebagaimana yang n:liatj:ur lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur
tentang Satuan Biaya Pérjalanan Dinas.
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Pasal 41

Ketentuan mengenai perjalanan dinas yang dibiayai dari APBD vang
diatur dalam Peraturan Gubernur ini masih tetap berlaku sepanjang
belum diatur peraturan yang lebih tinggi.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku:

a. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2016 Nomor); dan

b. Keputusan Gubernur Nomor 01/KPTS/BPKAD/2016 tentang
Satuan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan, beserta perubahannya.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 25 Februari 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 25 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. NASRUN UMAR
BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 35



